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Esens pemerintah dalam suatu wilayah adalah untuk memberikan
pelayanan kepada masyarakat, karena pada hakikatnya pemerintah adalah
“public service” pemerintah tidak diadakan untuk dirinya sendiri tapi untuk
melayani masyarakat. Pelayanan yang diinginkan masyarakat adalah pelayanan
yang bersSifat prima dan berkualitas, yaitu pelayanan yang profesional, efektif,
efisien, transparan, tepal waktu, responsive, adaptif, dan lain sebagainya,
dengan kata lain pemerintah sebaga pelayanan publik dituntut untuk
“berkinerja” dengan. baik \sehingga-mampu menghasilkan jasa yang benar-
benar prima dan sesuai-kebutuhan masyarakat.

Pelayanan merupakan tugas utama yang hakiki dari sosok aparatur,
sebagal abdi negara dan abdi masyarakat. Tugas ini telah dijelaskan digariskan
dalam UUD 1945 dinei keempat, yaitu meliputi 4 (empat) aspek pelayanan
pokok aparatur terhadap masyarakat, yaitu melindungi segenap bangsa
Indonesia dan seluruh tumpah darah Indonesia, memajukan kesgjahteraan
umum, mencerdaskan kehidupan bangsa dan melaksanakan ketertiban dunia
yang berdasarkan kemerdekaan, perdamaian abadi dan keadilan sosia selain
itu diperjalas lagi dalam keputusan menteri pendayagunaan Aparatur Negara
No. 63 tahun 2003 yang menguraikan pedoman umum penyelenggaraan

pelayanaan publik.



Pelayanan publik yang berkualitas atau yang biasa disebut pelayanan
prima merupakan pelayanan terbaik yang memenuhi standar kualitas
pelayanan. Standar pelayanan adalah tolak ukur yang dipergunakan sebagai
pedoman penyelenggaraan pelayanan dan acuan penilaian kualitas pelayanan
sebagal kewgjiban dan janji penyelenggaraan pelayanan kepada masyarakat
dalam rangka pelayanan yang berkualitas; cepat, mudah, terjangkau, dan
terukur.

Menurut Peraturan ~Menteri -Pendayagunaan Aparatur Negara dan
Reformasi Birckrass Republik Indonesia No. 15/ Tahun 2014, komponen
standar pelayanan yang terkait dengan proses penyampaian pelayanan yang
meliputi persyaratan, prosedur;- jangka / wakiu pelayanan, biaya atau tarif,
produk pelayanan, dan.penanganan pengaduan. Jika suatu instansi pemerintah
dan lembaga lainnya mampu menerapkan standar kualias tersebut maka sudah
dapat dikatakan bahwa instansi pemerintah dan lembaga tersebut telah
memberikan kualitas pelayanan yang baik.

Menurut Keputusan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara No. 63
Tahun 2004 tentang Pedoman Umum Penyusunan Indeks Kepuasan
Masyarakat Unit Pelayanan instansi pemerintah, Pelayanan Publik adalah
segala kegiatan pelayanan yang dilaksanakan oleh penyelenggara pelayanan
publik sebagai upaya pemenuhan kebutuhan penerima pelayanan, maupun
dalam rangka pelaksanaan ketentuan praturan peraturan perundang-undangan.
Penyelenggara pelayanan publik adalah petugas pelayanan publik baik

Pemerintah Daerah maupun Badan Usaha Milik Daerah yang



menyelenggarakan pelayanan publik. Sedangkan penerima pelayanan publik
adalah perseorangan atau kelompok masyarakat dan badan hokum yang
memiliki hak dan kewajiban terhadap suatu pelayanan publik.

Undang-undang dasar 1945 juga mengamanatkan bahwa negara wajib
melayani setigp warga negara_dan penduduk untuk memenuhi kebutuhan
dasarnya dalam rangka pelayanan umumsdan meningkatkan kesgahteraan
masyarakat. Penyelengaraan pelayanan publik yang.dilaksanakan oleh aparatur
pemerintah dalam berbagal —sekior-pelayanan terutama yang menyangkut
pemenuhanhak-hak sipil dan kebutuhan dasar masyarakat. Kinerjanya masih
belum diharapkan. Hal ini_dapat dilihat antara |ain banyaknya pengaduan atau
keluhan dari masyarakat' haik melalui /mediapengaduan masyarakat seperti
menyangkut prosedur dan mekanisme Kerja pelayanan yang berbelit-belit, tidak
transparan, kurang informative, kurang konsisten, terbatasnya fasilitas sarana
dan prasarana pelayanan sehingga tidak menjamin kepastian hukum, waktu dan
biaya.

Menurut Ratminto dan Atik Septi Winarsh (2005: 2007) bahwa:
Buruknya kinerja pelayanan publik antaralain dikarenakan belum dilaksanakan
transparansi dan akuntabilitas dalam penyelenggaraan pelayanan publik. Oleh
karena itu pelayanan harus dilaksanakan secara transparan dan akuntabel oleh
unit pelayanan instansi pemerintah karena kualitas kinerja birokrasi pelayanan
publik memiliki kesejahteraan masyarakat.

Di dunia pemerintahan, pelayanan kepada masyarakat atau publik oleh

aparatur pemerintah merupakan bentuk pelaksanaan dan fungsi aparatur negara



dan sebagai abdi masyarakat juga perlu ditingkatkan kualitasnya. Jika dulu
masyarakat cenderung menerima apaadanya pelayanan yang mereka terima
dari aparatur pemerintah maka situasinya saat ini telah berubah. Dengan
semakin meningkatnya pendidikan dan kesadaran masyarakat berbangsa
negara dan bermasyarakat sejak era revormas masyarakat menuntut
terselengaranya pemerintahan yang bersih dan demokratis. Masyarakat
semakin menyadari bahwa mendapatkan pelyanan publik yang baik merupakan
hak masyarakat. Sebaliknya. bagi—aparaiur pemerintah yang berfungsi
memberikan pelayanan berkualitas dan pengayoman terhadap masyarakat
merupakan kewajiban bagi segenap aparatur pemerintah kecuali harus benar-
benar berupaya memperbai Ki-pelayanan’ sesuai dengan tuntutan masyarakat.
Menyadari akan arti ‘pentingnya kualitas _pelayanan yang memuaskan bagi
masyarakat pemerintah telah menunjukan keinginan untuk melakukan
perbaikan dan menyempurnakan kualitas pelayanan publik dimulai dengan
dikeluarkan INPRES Nomor 1 Tahun 1995 tentang Perbaikan dan Peningkatan
Mutu pelayanan Aparatur Pemerintah Kepada Masyarakat, dimana inti dari
Intruksi Presiden tersebut adalah untuk mengambil langkah yang terkoordinir
dari instansi pemerintah pusat maupun daerah untuk memperbaiki pelayanan
kepada masyarakat. Kualitas pelayanan dapat diartikan sebagai kegiatan
pelayanan yang diberikan kepada seseorang atau orang lain, organisas
pemerintah/atau swasta (Sosial, Politik, LSM) sesuai dengan peraturan
perundang-undangan yang berlaku. Kualitas pelayanan sektor pelayanan dan

atas pelayanan publik.



Kualitas pelayanan yang diberikan oleh aparatur desa sebagai perangkat
daerah yang paling dekat dengan masyarakat akan dapat maksimal apabila
seluruh waktu konsentrasi dan pikiran aparatur desa benar-benar tercurah untuk
melayani masyarakat. Karena dengan pelayanan publik yang tidak prima
terhadap masyarakat maka akan menimbulkan sikap apatis masyarakat
terhadap pemerintah«dalam arti bahwa partisipasi masyarkat pun berkurang.
Walaupun pemerinteh telah menetapkan indeks kepuasan masyarkat sebagai
tolak ukur pelayanan kepada. masyarakat yang dituangkan dalam keputusan
Mentrti Pendayagunaan Aparatur Negara 25 Tahun 2004 akan tetapi kenyataan
yang terjadi seringkali tidak sesuai dengan apa yang ditetapkan.

Berdasarkan hasil observasi awa menunjukan bahwa masih ada keluhan
yang timbul dari masyarakat desa-Labuanmenyangkut Kualitas Pelayanan
yang diberikan Aparatur Desa L abuan seperti:

Mengenai aparaturdesa yang bertugas di loket pelayanan tidak
adasehingga petugas harus membagi tugasnya. Petugas yang tidak ada
menyebabkan pengguna layanan harus menunggu bahkan pelayanannya
dilakukan oleh aparatur yang lain. Selanjutnya mengenal aparatur yang tidak
ada di mega buku tamu. Peneliti sudah beberapa kali datang di Desa
L abuantersebut, disana tersedia meja untuk menulis buku tamu namun peneliti
tidak menemukan petugas yang menjaga meja tersebut. Sedangkan selain
menjaga buku tamu, petugas mempunyai tugas untuk memberi tahu alur atau

proses keperluan pengguna layanan.



Mengenai keramahan aparatur di Desa Labuan kepada pengguna layanan
yang datang. Ketidakramahan tersebut terlihat ketika aparatur yang tidak
memberikan senyum kepada pengguna layanan, apaatur yang malah mengobrol
dengan aparatur lain yang membicarakan permasalahan yang tidak berkaitan
dengan pelayanan yang diberikan sehingga masyarakat yang sedang menerima
layanan tidak dilayani dengan baik. Selain itu peneliti menemukan dengan
adanya respon aparatur yang tidak tanggap dengan masyarakat yang ingin
melakukan pelayanan dan—belum mengerti  menganal, prosedur pelayanan.
Sikap yang tidak tanggap sangat mengganggu  kualitas pelayanan yang
dirasakan ‘oleh masyarakat yang datang dan ingin mendapatkan pelayanan yang
baik.

Mengenai sarana ‘yang inasih- Kurang, misalnya filling cabinet yang
berfungs untuk menyimpan berkas dan memudahkan aparatur dalam mencari
berkas namun didapati berkas yang disimpan dalam filling cabinet penataannya
kurang rapi dan tidak ditemukan aturan dalam penyimpanan, sehingga ketika
aparatur membutuhkan berkas/data tersebut aparatur mengalami  kesulitan
dalam menemukan berkas yang akan dibutuhkan. Sarana dan prasarana yang
baik dibutuhkan agar masyarakat merasa lebih puas dengan pelayanan yang
diberikan.

Berdasarkan uraian diatas maka penulis tertarik untuk mengetahui
bagaimana tingkat kepuasan masyarakat terhadap kualitas pelayanan yang
diberikan aparatur desa kepada masyarakat desa L abuan kecamatan Ratolindo

kabupaten Tojo Unauna dengan mengambil judul “Kualitas Pelayanan



Aparatur Desa Pada Kantor Desa Labuan Kecamatan Ratolindo Kabupaten

Tojo Una-Una”

B. Rumusan Masalah
Dari uraian_diatas maka permasalahn dalam penelitian dirumuskan
sebagal berikut:

1. Bagaimana kualitas petayanan-yang di berikan aparatur desa pada kantor
desa Labuan kecamatan Ratolinde kabupaen Tojo Una-una.

2. Faktor-faktor yang  menjadi~ pendukung <dan penghambat kualitas
pelayanan aparatur ‘desa-pada-kantor desa Labuan kecamatan Ratolindo
kabupaten Tojo Una-una:

C. Tujuan dan Manfaat Penelitian.
1. Tujuan Pendlitian
Sesuai dengan pokok permasalahan tersebut, maka penelitian ini
bertujuan untuk :

a. Untuk mengetahui kualitas pelayanan aparatur desa pada kantor desa
L abuan kecamatan Ratolindo kabupaten Tojo Una-una.

b. Untuk mengetahui faktor-faktor pendukung dan penghambat kualitas
pelayanan aparatur kelurahan pada kantor desa Labuan kecmatan
Ratolindo kabupaten Tojo Una-una.

2. Manfaat Penelitian.

Adapun manfaat yang dapat diperoleh dari hasil penelitian ini adalah:
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a. Sebaga referens suatu karya ilmiah yang dapat menambah
pengetahuan, yang nanti juga dapat di pergunakan pada suatu waktu
untuk mahasiswa yang berminat pada masalah pelayanan publik.

b. Hasil pendlitian ini dapat dijadikan masukan bagi masyarakat dan

agparat desa itu sendiri_mengenai kualitas pelayanan yang telah

repository.unsimar.ac.id



